STANDAR PELAYANAN MINIMUM
(SPM)

OPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN

BIDANG : PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
PROGRAM  : PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KEGIATAN : PENERBITAN NIK NASIONAL DAN PENERAPAN e-KTP
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STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun
1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang
Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3019);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 3886);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4235);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Repbulik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2009 Nomor 161,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Repbulik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lebmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2008 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan
dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi
Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan
Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan oleh Negara Lain;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil
dan Petugas Register;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Fomulir dan Buku yang digunakan Dalam Pendaftran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomro 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tatacara Perubahan
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan secara Nasional;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah.




PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL)

A.PERSYARATAN

(1) Persyaratan untuk penerbitan KTP Baru :

a. Fotocopi Kartu Keluarga dengan data terbaru.

(2) Persyaratan untuk penerbitan KTP Baru Rusak/ Perubahan Data :

a. Fotokopi Kartu Keluarga dengan data terbaru,
b. Asli KTP Lama yang rusak.

(3) Persyaratan untuk penerbitan KTP hilang :

a. Fotokopi Kartu Keluarga dengan data terbaru,
b. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisisan.

B. TATA CARA PENERBITAN

Tata cara penerbitan KTP Elektronik adalah sebagai berikut :

a. Pemohon yang telah memenuhi syarat mengajukan pemohonan penerbitan KTP-el
ke Dinas Dukcapil Painan,
b. Petugas registrasi melakukan validasi data penduduk;
c. Bahan yang telah divalidasi diajukan ke verifikator untuk diverifikasi;
d. Verifikator menyatakan bahan bisa diproses atau tidak bisa diproses,
e. Bahan yang telah diverifikasi diserahkan keoperator cetak KTP-el untuk dicetak
dan bahan yang tidak diverifikasi dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki.
f. Operator cetak mencetak KTP-el, dan menyerahkan ke petugas registrasi untuk
diregistrasi,
g. Setelah dicatat di buku registrasi, KTP-el diserahkan ke pemohon.
Waktu Penyelesaian : 1 (satu) hari kerja
Jam Pelayanan . Hari Senin-Kamis, Jam 08.00 s/d 16.00

Hari Jum’at, Jam 08.00 s/d 16.30

Pengaduan Pelayanan dialamatkan ke
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

1.Jl. Pemuda Telp/fax (0756) 22143
2. web : http://disdukcapil.pesisirselatankab.go.id
3. e-mail : disdukcapil1301@gmail.com

DITETAPKAN DI 1 Painan
PADA TANGGAL ;31 Januari 2018
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